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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Hak Pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian

dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam (HPL)  dapat dipahami adanya hak menguasai negara

sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Substansi HPL meliputi

kewenangan publik dan privat untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan,

menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas/usahanya, menyerahkan bagian-bagian

daripada tanah itu kepada pihak ketiga. Dalam hubungan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan HPL, ada

ketidaksesuaian antara norma tertulis dengan pelaksanaannya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung

Nomor 2425 K/PDT/2015, terdapat perbuatan hukum pemanfaatan HPL antara pihak ketiga, PT. Hargas

Industries Indonesia (HII), dengan pemegang HPL, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yakni dalam hal

perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang HPL dengan pihak ketiga agar HPL tersebut dapat

dimanfaatkan, dengan konsekuensi dari adanya hubungan hukum  bagi pihak ketiga dalam usahanya.

Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan studi terhadap putusan

Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT. KBN

menyerahkan sebagian kewenangan atas HPL kepada PT. HII untuk dimanfaatkan dalam bentuk Hak Guna

Bangunan (HGB) dengan membuat perjanjian pemanfaatan tanah. Namun dalam penyelesaian sengketa

berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dibuat antara dua pihak

tersebut tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum keberlangsungan HGB yang terbit di

atasnya.</p><hr /><p>Right of Land Management (HPL) as the controlling rights of the state whose

authority is partially delegated to the holder. In the HPL it can be understood that there is a right of the state

to control which contains public authority as in Article 2 Paragraph (2) of the Agrarian Law (UUPA). The

substance of the HPL reflects the contents of the authority both in public and private which includes the

authority to plan the designation and use of the land, use the land for the purpose of the carrying out the

duties, and give the parts of the land to third parties.  In order to carry out the construction of HPL used by

third party, there was not in accordance with between law procedure and its aplication. In study of the

Supreme Court Verdict Number 2425 K/Pdt/2015, there was a legal act between third party, PT. Hargas

Industries Indonesia (HII) and HPL holder, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), namely in the case of

legal actions that can be carried out by HPL holders with third party so that the HPL can be used, with the

consequence of a legal relationship for third party in their business. This research was conducted using

normative legal research methods, In this study it was found that PT. KBN gave part of its authority over

HPL to PT. HII to be utilized in the form of Building Use Rights (HGB) by making land use agreements.

However, in settling the dispute based on the ruling of this Supreme Court, the land use agreement that has

been made between the two parties can not provide the guarantee of legal certainty of the HGB that is issued
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on it</p>


